
BUPATI BUTON UTARA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR TAHUN 2 0 1 8  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 
TAHUN 2 0 1 7  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BUTON UTARA, 

\_..,i 

'-'' 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali 
beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas maka 
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2 0 1 7  
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, 
perlu diubah; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 
Tahun 2017  tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 16 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690); 

3 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 20 14  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679 ) ;  

4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 4578) ;  



�------- - 

Menetapkan 

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2 0 1 1  tentang Pokok 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2 0 1 1  Nomor 5) ;  

6 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 13/PMK.05/2012  
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

7 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2016 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 
Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 164/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Luar Negeri; 

8 .  Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 
Tahun 2 0 1 6  ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Utara Tahun 2016  Nomor 6) ;  

MEMUTUSKAN :  

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 
TAHUN 2 0 1 7  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BUTON UTARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara 
Nomor 38 Tahun 2 0 1 7  ten tang Pedoman Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2 0 1 7  Nomor 38) ,  diubah sebagai berikut : 

1 .  Di antara Pasal 14 dan Pasal 15  disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 14A , sehingga berbunyi sebagai 
berikut:  

Pasal 14A 

( 1 )  Bagi UPT Puskesmas, baik dalam kabupaten atau 
yang melewati batas kabupaten (dalam provinsi/luar 
provinsi) SPT di tandatangani oleh Kepala UPT . 

(2) Bagi RSUD ,  baik dalam kabupaten atau yang 
melewati batas kabupaten (dalam provinsi/luar 
provinsi) SPT di tandatangani oleh Direktur Rumah 
Sakit Umum Daerah. 

(3) Bagi SKB, baik dalam kabupaten atau yang melewati 
batas kabupaten (dalam provinsi/luar provinsi), SPT 
di tandatangani oleh Kepala SKB. 

(4) Bagi Pengawas Lingkup Dinas Pendidikan.yang 
melakukan Perjalanan dinas Jabatan (.dalam 
kabupaten/dalam wilayah domisili kecamatan), 
SPT di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 
(a .n .  Bupati Buton Utara). 



2.  Ketentuan Pasal 18  ayat ( 1 )  dan ayat (2) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 18 
(  1 )  SPD Kepala OPD, ditandatangani oleh Kepala OPD 

atau Kepala UPT yang bersangkutan (termasuk 
Puskesmas dan RSUD beserta SKB). 

(2) SPD selain Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  ditandatangani oleh Kepala OPD atau Kepala 
UPT yang bersangku tan. 

3 .  Ketentuan Pasal 29 ayat ( 1 )  diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 29 

( 1 )  Perjalanan dinas Jabatan dalam rangka melakukan 
koordinasi dan/ atau Konsultasi, lama perjalanan 
dinas diatut sebagai berikut: 
a. dalam kabupaten (antar kecamatan atau dalam 

kecamatan) maksimal 3 hari; 
b. melewati batas kabupaten (dalam Provinsi) 

maksimal 5 (lima) hari; 
c. melewati batas kabupaten (luar Provinsi) 

maksimal 7 (tujuh) hari; 
d .  melewati batas Negara (luar Negeri) maksimal 

14  (empat belas) hari; dan 
e. dalam hal tertentu jumlah hari disesuaikan 

dengan kebutuhannya. 

4. Ketentuan Pasal 36 ditambahkan Ketentuan baru 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal36 

(3) Apabila telah melakukan perjalanan dinas jabatan 
dan ada perjalanan dinas jabatan selanjutnya 
dalam satu waktu, maka pelaksana SPD harus 
membuat surat keterangan perpanjangan tugas, 
yang ditandatangani oleh pelaksana SPD dan 
Pemberi Tugas. 

(4) Contoh Format SPD, Format Rincian Biaya 
Perjalanan Dinas, Format Daftar Pengeluaran Riil, 
Format Bahan Koordinasi dan/ a tau Konsultasi dan 
Format Surat Keterangan Perpanjangan Tugas 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



l . 

I 
I 
I 5 .  Ketentuan Pasal 37 ayat ( 1 )  d a n  ayat (2) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 37 

( l )  Perjalanan Dinas dalam rangka Reses oleh 
Pimpinan dan anggota DPRD, dapat diberikan uang 
harian maksimal 3 (tiga) hari. 

(2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pejabat Negara, 
PNSD, CPNSD dan Non PNSD dalam rangka 
mendampingi dan/ atau bersama-sama pimpinan 
dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  dapat diberikan uang harian maksimal 3 
(tiga) hari. 

Pasal II 

tanggal pada berlaku mulai 1n1 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Buton Utara. 

Ditetapkan di Buranga 
pad a tanggal J1 - 1  2 0 1 8  

BUPATI BUTON UTARA, 

H. ABU HASAN 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal I 7 -  1 -  2 0 1 8  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA, 

MUHAMMAD YASIN 

PA.RAF KOORDIN 

" K RE T AR I S  DAERAH 

- . ' U K U M  

8Kp 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2 0 1 8  NOMOR 9 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR 9 TAHUN 2018 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON 

UTARA NOMOR 38 TAHUN 2 0 1 7  TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BUTON UTARA 

I. Contoh Surat Perjalanan Dinas 

KOP SKPD 

Lembar Ke 
Kade No 
Nomor 

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD) 

1 Sekretaris Dae rah/ Penggu na Anggaran /Kuasa 
Pengguna Anggaran ] 

2 Nama/NIP pegawai yang melaksanakan perjalanan 
dinas 

- 

pangkat dan golongan a. 
3 jabatan/ instansi b. 

tingkat biava perialanan dinas c. 

4 Maksud Perialanan Dinas 
5 Alat angkutan yang dipergunakan 
6 tempat berangkat a. 

tempat tujuan b. 
lamanya perjalanan dinas a. 

7 tanggal berangkat b. 
tanggal harus kembali/tiba ditempat baru ) c. 

8 Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 
1. 

2.  

Pembebanan anggaran 
9 instansi a. 

akun b. 
-- 10 Keterangan lain-lain 

Dikeluarkan di Buranga 
Tanggal 2018  

Sekretaris Daerah / Pengguna Anggaran / 
Kuasa pengguna Anggaran *) 

( ) 
Pangkat/Gol 

NIP 

) coret yang tidak perlu 



I Berangkat dari 
(Tempat kedudukan) 
Ke 
Pada tanggal 

Kepala SKPD .. .. .. ..  

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 

Kepala 

( ) 

N I P  

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 

Kepala 

( ) 

NIP 

Berangkat dari 
Ke 
Pada tanggal 

Kepala 

( ) 
N I P  

Kepala 

( ) 

]ll 
Berangkat dari : 
Ke 
Pada tanggal 

Kepala 

II Tiba di 
Pada Tanggal 

Kepala 

( . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .  )  

NIP 
Ill Tiba di 

Pada Tanggal 

Kepala 

( . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. .  )  

NIP 
IV Tiba di 

Pada Tanggal 

Kepala 

/ ( .. .. .. . . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. . .. . .. . ..  )  

N I P  
V  Tiba di 

Pada Tanggal 

( , , ) 

NIP 
(  ,  )  

N I P  
VI Tiba di 

(tempat kedudukan) 
Pada tanggal 

Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran ' 

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan 
tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk 
kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat 
singkatnya. 

Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran 

( ) 

N I P  
(  )  

N I P  
VII Catatan lain-lain : 
Vlll PERHATIAN : 

Pejabat yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan 
tanggal berangkat/ tiba serta bendahara pengeluaran bertanggungijawab berdasarkan peraturan-peraturan 
keuangan negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya. 



II. Conteh Rincian Biaya Perjalanan Dinas 

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS 

Lampiran SPD No 
Tanggal 

No Perincian Biava Jumlah Keterangan 

1 

2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 

JUMLAH Rp. 
Terbilang 

Telah dibayar sejumlah 
sebesar 

Rp . 

Bendahara Pengeluaran 

( ) 
NIP 

· · · . . . . . . . . . ,  tanggal, bulan, tahun 
Telah menerima jumlah uarg 

Rp . 

Yang Menerima 

( ) 
NIP 

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG 
Ditetapkan sejumlah : Rp . 
Yang telah dibayar semula : Rp . 
Sisa kurang/lebih : Rp . 

Sekretaris Daerah/ Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran *) 

( ) 
NIP 

) coret yang tidak perlu 



III.  Contoh Daftar Pengeluaran Riil 

DAFTAR PENGELUARAN RIIL 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
N a m  a  ..  
N I P  .  
Jabatan 

Berdasarkan Surat Perjalanan 
Nomor. tanggal. dengan ini kami 
sesungguhnya bahwa : 

Dinas 
menyatakan 

(SPD) 
dengan 

1. Biaya transpor pegawai dan/ a tau biaya penginapan di bawah ini yang tidak 
dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi: 

No Uraian Jumlah 

Jumlah 

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk 
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat 
kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan 
terse but ke kas negara/ daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

/ 

Mengetahui/ Menyetujui 
Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran ) 

( ) 
NIP 

) coret yang tidak perlu 

.. . .. .. .. .. .. .. ..  ,  tgl, bln, thn 

Pelaksana SPD 

( ) 
NIP 



\ I  
· I  

I  
I  

I  

IV. Contoh Form Bahan Koordinasi dan/ atau Konsultasi 

KOP SKPD 

Bahan Koordinasi dan/ atau Konsultasi 

Bahan yang akan 
dikoordinasi dan/ a tau 
dikonsultasi.kan 

Hasil yang diharapkan 

I  

Tim koordinasi dan/atau 
I  

I  

konsultasi yang terkait I 

I 

I Tujuan koordinasi 
dan/ a tau konsultasi I  

I  

'-._.; 

Menyetujui 
Bupati Buton Utara/ 

Kepala SKPD *) 

( ) 

*) coret yang tidak perlu 

Yang melakukan Koordinasi 
dan/ a tau Konsultasi 

( ) 
NIP 



V. Contoh Form Surat Keterangan Perpanjangan Tugas 

KOP SKPD 

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS 

Nomor : 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 
NIP. 
Jabatan 

4 

: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

:  (Pemberi Tugas) 

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor tanggal , atas 
Nama dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 

Adanya perpanjangan tugas hari disebabkan bukan kelalaian 
pelaksana 
SPD. 

Pelaksana Perjalanan Dinas, 

NIP . 

PARAF KOORDIN 

SEKRETARIS DAERAH 

Ass. / 

BAGIN HUKUM 

G p  

Buranga, 

Pemberi Tugas, 

NIP . 

BUPATI BUTON UTARA, 

H .  ABU HASAN 



BUPATI BUTON UTARA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 

NOMOR Q TAHUN 2018  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 
TAHUN 2017  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali 
beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas maka 
Peraturan Bupati Bu ton Utara Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, 
perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 

Tahun 2017  tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 

Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; 

1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 16 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Norn or 4690 ) ; 

3 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2 0 1 4  ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5  Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ;  

4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara republik Indonesia Nomor 4578); 



Menetapkan 

5 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2 0 1 1  tentang Pokok 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2 0 1 1  Nomor 5) ;  

6 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 13/PMK.05/2012  

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

7 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 164/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2016  Nomor 6);  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 

TAHUN 2 0 1 7  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BUTON UTARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara 
Nomor 38 Tahun 2017  tentang Pedoman Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 

Tahun 2017 Nomor 38), diubah sebagai berikut : 

1. Di antara Pasal 14  dan Pasal 1 5  disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai 

berikut :  

Pasal 14A 

( 1 )  Bagi UPT Puskesmas, baik dalam kabupaten atau 

yang melewati batas kabupaten (dalam provinsi/luar 
provinsi) SPT di tandatangani oleh Kepala UPT. 

(2) Bagi RSUD, baik dalam kabupaten atau yang 

melewati batas kabupaten (dalam provinsi/luar 
provinsi) SPT di tandatangani oleh Direktur Rumah 
Sakit Umum Daerah. 



(3) Bagi SKB, baik dalam kabupaten atau yang melewati 

batas kabupaten (dalam provinsi/luar provinsi), SPT 
di tandatangani oleh Kepala SKB. 

(4) Bagi Pengawas Lingkup Dinas Pendidikan yang 
melakukan Perjalanan dinas Jabatan (dalam 
kabupaten/ dalam wilayah domisili kecamatan), 
SPT di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 
(a.n.  Bupati Buton Utara). 

2 .  Ketentuan Pasal 1 8  ayat ( 1 )  dan ayat (2) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 8  
( 1 )  SPD Kepala OPD, ditandatangani oleh Kepala OPD 

atau Kepala UPT yang bersangkutan (termasuk 
Puskesmas dan RSUD beserta SKB). 

(2) SPD selain Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  ditandatangani oleh Kepala OPD a tau Kepala 
UPT yang bersangkutan. 

3 .  Ketentuan Pasal 29 ayat ( 1 )  diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal29 

( 1 )  Perjalanan dinas Jabatan dalam rangka melakukan 
koordinasi dan/ atau Konsultasi, lama perjalanan 
dinas diatur sebagai berikut :  
a. dalam kabupaten (antar kecamatan atau dalam 

kecamatan) maksimal 3 hari; 
b. melewati batas kabupaten (dalam Provinsi) 

maksimal 5 (lima) hari; 
c. melewati batas kabupaten (luar Provinsi) 

maksimal 7 (tujuh) hari; 
d . melewati batas Negara (luar Negeri) maksimal 

14 (empat belas) hari; dan 
e. dalam hal tertentu jumlah hari disesuaikan 

dengan kebutuhannya. 

4. Ketentuan Pasal 37 ayat ( 1 )  dan ayat (2) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 37 

( 1 )  Perjalanan Dinas dalam rangka Reses oleh 
Pimpinan clan anggota DPRD, dapat diberikan uang 
harian maksimal 3 (tiga) hari. 



0 • 

(2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pejabat Negara, 
PNSD, CPNSD dan Non PNSD dalam rangka 
mendampingi dan/ atau bersama-sama pimpinan 
dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1)  dapat diberikan uang harian maksimal 3 

(tiga) hari. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Buton Utara. 

orang mengetahuinya, memerintahkan 
Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di Buranga 
pada tanggal I ]  -  t -  2 0 1 8  

BUPATI BUTON UTARA, 

bu 
; 

' 1  
H. ABU HASAN 

Diundangkan di Buranga 
pada tanggal 1 7 - 1 -  2 0 1 8  

SE]{ETARIS DAERAH 
( 

BUTON UTARA, 

[3 
[ tqzrm4, \ IA M M A D  YASIN 

" I.,.••-�:�.:.-/ 
.  --- 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2 0 1 6  NOMOR 9 



d 

• 

• 

BUPATI BUTON UTARA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA 
NOMOR Q TAHUN 2018  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 
TAHUN 2 0 1 7  TENTANG PEDOMAN PELAKSANMN PERJALANAN DINAS 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali 
beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas maka 
Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017  
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, 
perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 
Tahun 2017  tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan 
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; 

1. Pasal 18  ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

2 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 16 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4690 ) ;  

3 .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 4  Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5  
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679) ;  

4 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 ,  Tambahan Lembaran 
Negara republik Indonesia Nomor 4578 ) ;  
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Menetapkan 

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2 0 1 1  tentang Pokok 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2 0 1 1  Nomor 5) ;  

6.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 13/PMK.05/2012  

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

7 .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 227 /PMK.05/2016 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 164/PMK.05/2016  tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 

Tahun 2016  tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Buton Utara Tahun 2016  Nomor 6) ;  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 

TAHUN 2 0 1 7  TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BUTON UTARA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara 

Nomor 38 Tahun 2017  tentang Pedoman Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara 
Tahun 2 0 1 7  Nomor 38) ,  diubah sebagai berikut: 

1. Di antara Pasal 14  dan Pasal 1 5  disisipkan 1 (satu) 
Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai 
berikut :  

Pasal 14A 

( 1 )  Bagi UPT Puskesmas, baik dalam kabupaten atau 
yang melewati batas kabupaten (dalam provinsi/luar 
provinsi) SPT di tandatangani oleh Kepala UPT. 

(2 ) Bagi RSUD ,  baik dalam kabupaten atau yang 
melewati batas kabupaten (dalam provinsi/luar 
provinsi) SPT di tandatangani oleh Direktur Rumah 
Sakit Umum Daerah. 
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(3) Bagi SKB, baik dalam kabupaten atau yang melewati 

batas kabupaten (dalam provinsi/luar provinsi), SPT 

di tandatangani oleh Kepala SKB. 

(4) Bagi Pengawas Lingkup Dinas Pendidikan yang 

melakukan Perjalanan dinas Jabatan (dalam 

kabupaten/dalam wilayah domisili kecamatan), 

SPT di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan 

(a.n. Bupati Buton Utara). 

2 .  Ketentuan Pasal 1 8  ayat ( 1 )  dan ayat (2) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 8  

( 1 )  SPD Kepala OPD, ditandatangani oleh Kepala OPD 

atau Kepala UPT yang bersangkutan (termasuk 

Puskesmas dan RSUD beserta SKB).  

(2) SPD selain Kepala OPD sebagaimana. dimaksud pada 

ayat ( 1 )  ditandatangani oleh Kepala OPD atau Kepala 

UPT yang bersangkutan. 

3 .  Ketentuan Pasal 29 ayat ( 1 )  diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 29 

( 1 )  Perjalanan dinas Jabatan dalam rangka melakukan 

koordinasi dan/ a tau Konsultasi, lama perjalanan 

dinas diatur sebagai berikut : 

a. dalam kabupaten (antar kecamatan atau dalam 

kecamatan) maksimal 3 hari; 
b. melewati batas kabupaten (dalam Provinsi) 

maksimal 5 (lima) hari; 
c.  melewati batas kabupaten (luar Provinsi) 

maksimal 7 (tujuh) hari; 
d. melewati batas Negara (luar Negeri) maksimal 

1 4  (empat belas) hari; dan 

e. dalam hal tertentu jumlah hari disesuaikan 

dengan kebutuhannya. 

4 .  Ketentuan Pasal 37 ayat ( 1 )  dan ayat (2) diubah 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 37 

( 1 )  Perjalanan Dinas dalam rangka Reses oleh 
Pimpinan dan anggota DPRD, dapat diberikan uang 
harian maksimal 3 (tiga) hari. 
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(2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pejabat Negara, 

PNSD, CPNSD dan Non PNSD dalam rangka 

mendampingi dan/ atau bersama-sama pimpinan 

dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dapat diberikan uang harian maksimal 3 

(tiga) hari. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap 

pengundangan 

penempatannya 

Buton Utara. 

Diundangkan di Buranga 

pada tanggal 1 7 - 1 -  2 0 1 8  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BUTON UTARA, 

orang mengetahuinya, memerintahkan 

Peraturan Bupati ini dengan 

dalam Berita Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di Buranga 

pada tanggal l 7 - ]  -  2 0 1 8  

BUPATI BUTON UTARA, 

H .  ABU HASAN 

PARAF KOORDIN 

SEKRETARIS DAERAH 

Ass. II/ 
t 

DAGIAN HUKUM 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2 0 1 6  NOMOR 


